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Segala puji syukur hanya bagi Tuhan yang telah melimpahkan karunia-Nya 

kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku Sosiologi Hukum 

dalam bentuk buku. Buku ini dapat digunakan oleh mahasiswa di perguruan 

tinggi baik negeri maupun swasta. 

Buku Sosiologi Hukum ini terdiri dari delapan Bab sebagai berikut: Bab I: 

Pengantar Sosiologi dan Karakteristik Sosiologi Hukum; Bab II: Mahzab 

Pemikiran Sosiologi Hukum; Bab III: Struktur Sosial dan Hukum; Bab IV: 

Budaya Hukum dan Penegakan Hukum; Bab V: Perkembangan Hukum di 

Indonesia; Bab VI: Paradigma Hukum, Bab VII: Perubahan Sosial dan Hukum; 

dan Bab VIII: Hukum dan Politik dalam Penyelesaian Konflik dalam 

Mewujudkan Keadilan. 

Buku ini dipersiapkan untuk bahan kuliah umum dan bahan kuliah ilmu 

Sosiologi Hukum. Buku ini cukup menolong mahasiswa dalam mempelajari 

dan memahami materi sosiologi hukum, sehingga diharapkan bagi siapapun 

yang membacanya dapat memahami manfaat hadirnya buku ini. 

Namun demikian, tentunya masih banyak kekurangan yang memerlukan 

penyempurnaan pada cetakan berikutnya, sehingga penulis mengharapkan 

saran dan kritik baik dari disiplin ilmu hukum maupun ilmu sosial. Penulis 

sangat menghargai saran dan kritik dari siapa pun dan sekaligus 

mengucapkan terima kasih. 

 

  

KATA PENGANTAR 



 

iv 

 

 

 
Mata kuliah sosiologi hukum tidak terlepas dari ilmu sosiologi, ilmu 

hukum, ilmu sosiologi agama, ilmu sosiologi bahasa, dan ilmu sosiologi 

hukum. Pada mulanya sosiologi merupakan ilmu yang menyatu dengan ilmu 

filsafat, begitu pula ilmu-ilmu lainnya. Setelah mengalami perkembangan, 

sosiologi terpisah dari ilmu filsafat bahkan membentuk satu disiplin ilmu yaitu 

sosiologi hukum.  

Munculnya Sosiologi pula dipengaruhi oleh munculnya persoalan-

persoalan yang ditimbulkan oleh berbagai kejahatan, pelanggaran, pelecehan 

seksual, pengangguran, kemiskinan, konflik, perceraian, dan peperangan dan 

masalah sosial lainnya yang terjadi di Amerika Serikat. 

Khususnya di abad ke 21 ini dunia secara global sangat memberikan andil 

timbulnya kejahatan-kejahatan di semua bidang. Kejahatan-kejahatan itu 

dimulai dari KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), kejahatan yang berkaitan 

dengan negara seperti korupsi, kejahatan antara warga, seperti tawuran 

mahasiswa, siswa, dan antar kelompok atau perebutan lahan pertanian, 

perkebunan oleh pihak-pihak berjuis dan berbagai kejahatan dalam segala 

bidang. 

Istilah sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu Socius yang berarti kawan, 

sedangkan Logos berarti ilmu pengetahuan. Ungkapan ini dipublikasikan dan 

diungkapkan pertama kalinya dalam buku yang berjudul “Cours De 

Philosoghie positive” yang ditulis oleh August Comte (1798-1857) yang 

kemudian dikenal sebagai bapak sosiologi. Sosiologi merupakan ilmu yang 

mempelajari perilaku-perilaku masyarakat secara utuh dan menyeluruh. Juga 
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sosiologi merupakan pengetahuan kemasyarakatan yang tersusun dari hasil-

hasil pemikiran ilmiah dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain atau 

umum. Sosiologi juga mempelajari tentang perilaku-perilaku sosial antara 

individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan 

kelompok yang ada dan tumbuh di masyarakat. Kelompok masyarakat 

kesukuan, kelompok masyarakat tani, kelompok masyarakat pedagang, 

pemulung, pejabat, dan kelompok-kelompok masyarakat lain. 

Ilmu hukum merupakan ilmu yang berkaitan dengan berbagai peraturan 

baik menurut ajaran agama sebagaimana yang tercantum dalam kitab suci, 

maupun peraturan yang ditetapkan oleh para penguasa (pemerintah) dalam 

sebuah struktur pemerintahan.  

Sementara itu, Sosiologi Hukum adalah ilmu yang yang mempelajari 

hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial secara 

analitis dan empiris atau empiris-analitis. Tujuan penelitian hukum secara 

empiris untuk menggambarkan betapa penting arti hukum bagi masyarakat 

luas, juga selain itu untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana 

proses internnya hukum dengan perilaku-perilaku masyarakat secara utuh 

atau menyeluruh. 

Sosiologi agama adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik 

antara gejala-gejala hukum agama, baik agama Islam, Kristen, Katolik, Budha, 

Hindu dan Konghucu dengan perilaku-perilaku pemeluknya. Hal ini berkaitan 

dengan bagaimana keyakinan umat muslim kepada Allah dan Nabi Muhamad, 

bagaimana keyakinan umat Kristen terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan, 

bagaimana acara ngaben umat Hindu, dan seterusnya. Sosiologi agama 

mencakup usaha pengembangan dan pencarian konsep yang lebih tepat 

sesuai dengan maksud untuk lebih memahami fenomena agama, agar 

manusia dapat memahami agama sebagai kepentingan dan kegiatan manusia. 
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Sedangkan Sosiologi bahasa adalah ilmu yang mempelajari hubungan 

timbal balik antara bahasa manusia dengan perilaku manusianya. Sebagai 

contoh bagaimana cara berbicara dengan orang yang lebih tua, atau guru dan 

sebagainya. Bahasa dipelajari kelancaran sebuah komunikasi dan tidak ada 

miskomunikasi yang terjadi, pengetahuan akan kajian bahasa berdasarkan 

aspek sosiolinguistik sangat diperlukan, karena studi bahasa ini adalah ilmu 

yang mempelajari bahasa yang dipergunakan dalam masyarakat. Artinya 

bahasa itu adalah alat yang dipergunakan oleh masyarakat dalam sebuah 

komunikasi, di mana bahasa yang dipergunakan di satu masyarakat boleh jadi 

ada perbedaan dari satu masyarakat lainnya. Pengetahuan semacam ini akan 

membantu pembelajar atau masyarakat agar terhindar dari kesalahpahaman 

yang diakibatkan dari cara berbahasa dan diksi bahasa yang dipergunakan. 

Dalam konteks pengajaran bahasa, sosiologi bahasa melahirkan 

pendekatan dalam pembelajaran bahasa, yaitu pendekatan komunikatif. Hal 

yang menonjol dalam pendekatan ini adalah kebermaknaan bahasa, dan 

makna bahasa itu bersumber pada situasi berbahasa pada masyarakat 

pemakainya. 
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BAB 1 

PENGERTIAN DAN  

KARAKTERISTIK SOSIOLOGI HUKUM 

 

1. Standar Kompetensi: Mahasiswa dapat memahami kedudukan Sosiologi 

hukum, sejarah latar belakang lahirnya sosiologi hukum dan 

membedakan sosiologi hukum empirik dan sosiologi hukum evaluatif. 

2. Kompetensi Dasar: 

a. Mahasiswa memahami dan menjelaskan tentang pengertian sosiologi 

hukum dan bagian-bagiannya; 

b. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang ruang lingkup, metode, objek, 

dan fungsi sosiologi hukum 

c. Mahasiswa dapat memahami sejarah latar belakang lahirnya sosiologi 

hukum dan perkembangannya. 

3. Indikator; 

a. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang sosiologi hukum dan bagian-

bagiannya 

b. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang ruang lingkup, metode, 

objek, dan fungsi sosiologi hukum 

c. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang sejarah latar belakang 

lahirnya sosiologi hukum. 

 



 

 

 

BAB 2 

MAHZAB PEMIKIRAN SOSIOLOGI HUKUM 

 

1. Standar Kompetensi: Mahasiswa dapat memahami tentang 

perkembangan sosiologi hukum dengan mengetahui mazhab-mazhab 

dalam sosiologi hukum. 

2. Kompetensi Dasar: 

a. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang aliran-aliran 

dalam sosiologi hukum. 

b. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang peletak-peletak 

dasar dalam sosiologi hukum. 

c. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang realisme hukum 

dan selanjutnya. 

d. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang beberapa 

mazhab yang lahir dewasa ini. 

3. Indikator: 

a. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang aliran-aliran dalam 

sosiologi hukum. 

b. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang peletak-peletak dasar 

dalam sosiologi hukum. 

c. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang realisme hukum dan 

selanjutnya.  

d. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang beberapa mazhab yang 

lahir dewasa ini. 



 

 

 

BAB 3 

STRUKTUR SOSIAL DAN HUKUM 

 

1. Standar Kompetensi: Mahasiswa dapat mengetahui klasifikasi bentuk-

bentuk kemasyarakatan dan jenis-jenis hukum yang bersesuaian dengan 

bentuk-bentuk kemasyarakatan. 

2. Kompetensi Dasar: 

a. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang kaidah-kaidah 

sosial dan hukum. 

b. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang lembaga-

lembaga kemasyarakatan. 

c. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang kelompok-

kelompok sosial dan hukum. 

d. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang lapisan-lapisan 

sosial dan hukum. 

3. Indikator: 

a. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang kaidah-kaidah sosial dan 

hukum. 

b. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang lembaga-lembaga 

kemasyarakatan.  

c. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang kelompok-kelompok sosial 

dan hukum. 

d. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang lapisan-lapisan sosial dan 

hukum. 



 

 

 

BAB 4 

BUDAYA HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM 

 

1. Standar Kompetensi: Mahasiswa dapat membedakan antara komponen 

struktural, komponen substansi dan budaya hukum sebagai tiga 

komponen dalam hukum, serta faktor-faktor yang mempengaruhi 

efektivitas sebuah hukum. 

2. Kompetensi Dasar: 

a. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang Budaya Hukum. 

b. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang Penegakan 

Hukum. 

3. Indikator: 

a. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang Budaya Hukum. 

b. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang Penegakan Hukum. 

4. Materi Pokok: 

a. Budaya Hukum. 

b. Penegakan Hukum 

5. Pengalaman Belajar: 

Kegiatan Awal  

- Dosen mereview pointer-pointer materi kuliah yang lalu dan 

menghubungkan dengan materi kuliah yang akan disampaikan. 

- Mahasiswa; memperhatikan dan mengajukan pertanyaan yang belum 

jelas. 



 

 

 

BAB 5 

PERKEMBANGAN HUKUM DI INDONESIA 

 

1. Standar Kompetensi: Mahasiswa dapat mengetahui perbedaan hukum 

dari masa penjajahan sampai pada kemerdekaan dan perubahannya 

setelah masa reformasi. 

2. Kompetensi Dasar: 

a. Mahasiswa dapat mengerti tentang tatanan hukum pada masa Hindia 

Belanda. 

b. Mahasiswa dapat mengerti tentang tatanan hukum pada masa 

penjajahan Jepang. 

c. Mahasiswa dapat mengerti tentang tatanan hukum dari masa 

kemerdekaan sampai pada masa reformasi. 

d. Mahasiswa dapat mengerti tentang tatanan hukum yang menuju 

pada hukum responsif. 

3. Indikator: 

a. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang tatanan hukum pada masa 

Hindia Belanda. 

b. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang tatanan hukum pada masa 

penjajahan Jepang. 

c. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang tatanan hukum dari masa 

kemerdekaan sampai pada masa reformasi. 

d. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang tatanan hukum yang 

menuju pada hukum responsif. 



 

 

 

BAB 6 

PARADIGMA HUKUM 

 

1. Standar Kompetensi: Mahasiswa dapat memahami bahwa hukum 

mempunyai paradigma, yaitu perspektif dasar yang memicu kebutuhan 

untuk melihat hukum sebagai institusi untuk mengekspresikan paradigma 

tersebut. 

2. Kompetensi Dasar: 

a. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang hukum sebagai 

sistem nilai. 

b. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang hukum sebagai 

ideologi.  

c. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang hukum sebagai 

rekayasa sosial. 

3. Indikator: 

a. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang hukum sebagai sistem nilai. 

b. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang hukum sebagai ideologi. 

c. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang hukum sebagai rekayasa 

sosial. 

4. Materi Pokok: 

a. Hukum Sebagai Sistem Nilai.  

b. Hukum Sebagai Ideologi. 

c. Hukum Sebagai Rekayasa Sosial.  



 

 

 

BAB 7 

PERUBAHAN SOSIAL DAN HUKUM 

 

1. Standar Kompetensi: Mahasiswa dapat memahami peran hukum sebagai 

penjamin bahwa perubahan dalam masyarakat terjadi secara teratur dan 

tertib dan disertai dengan batasan-batasan yang mengaturnya. 

2. Kompetensi Dasar: 

a. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan hubungan yang terjadi 

antara perubahan sosial dan hukum. 

b. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang hukum sebagai 

alat untuk mengubah masyarakat. 

c. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang hukum sebagai 

sarana pengatur perikelakuan. 

d. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang batas-batas dari 

penggunaan hukum. 

3. Indikator: 

a. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang hubungan yang terjadi 

antara perubahan sosial dan hukum. 

b. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang hukum sebagai alat untuk 

mengubah masyarakat.  

c. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang hukum sebagai sarana 

pengatur perikelakuan. 



 

 

 

BAB 8 

HUKUM DAN POLITIK DALAM PENYELESAIAN 

KONFLIK DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN 

 

1. Standar Kompetensi: Mahasiswa dapat memahami bagaimana hukum 

difungsikan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik yang timbul didalam 

masyarakat supaya tercapai tujuan hukum itu sendiri yakni kepastian 

hukum dan keadilan. 

2. Kompetensi Dasar: 

a. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang kondisi politik, 

hukum, ekonomi dan budaya di Indonesia. 

b. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang hukum dan 

penyelesaian konflik sosial. 

c. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang mewujudkan 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

3. Indikator: 

a. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang kondisi politik, hukum, 

ekonomi dan budaya di Indonesia. 

b. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang hukum dan penyelesaian 

konflik sosial. 

c. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang mewujudkan keadilan bagi 

seluruh rakyat Indonesia.  
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